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Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 t@n\aﬂg i

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembeéntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Da;rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157)

+
E

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Halk
Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cala Pembelian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Talmun 2016 Nomor 2130);

11. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

14. Peraturan  Daerah  Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomo! 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

15, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat. . R S R T I

2. Pemerintah Daerah adalah  Gubernur sebagaz unsur 'peny@l@nggaraz
Pemerintahan Daerah yang- memlmpm pe}aksanaan urusan pemerantahan yang._,
menjadi kewenangan Provinsi Kalimiantan Barat. S

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat, L

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gub@mm c‘iaﬂ Dewan Pezwakdan:
Rakyat Daerah dalam penyeienggaz aan - urusaﬁ pemerm‘taha ' '
kewenangan Daerah. :

5. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang dlbeukaﬂ oieh Pembem -.Banman S
Hukum secara cuma-cuma kepada Penenma Bantuan Hukum L

kemasyarakatan vang memberi layanan
ketentuan Peraturan Per undang-undangan. -~
Pemohon Bantuan Hukum adalah orang,.

Banman Hukum .-_:.bérdasar1<an i

memenuhi kebutuhan standar bldup mmlmai umuk mempertahan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat d1 Provinsi Kahman‘tan Bara
. Perkara adalah masalah- hukum yang perlu d1seiesazkan :

dokumen yang d;serahkan _
.Akredzta& adalah pengakuan terhadap Pemberz

Belanja Daerah Provinsi Kahmantan Barat.

= Pasalz'

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dli’}‘lal{S‘lela an seba'

pemberian sankm admzmstrauf daiam P@nyelenggaraan B'a
EDaerah .

Penyeienggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Huk
Bantuan Hukum dalam Penyeienggaraan Bamuan Hukum
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Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: S
a. mekanisme penentuan dan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum,

b. mekanisme penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

c. tata cara pemberian sanksi administratif.

(1)
(2)

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pem'i:»eri Bantuan Hukum _'
vang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asam Manusaa sesuaz__'__;-_-_ S

BAB II S
MEKANISME PENENTUAN DAN PELAKSANAAN - -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum

Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud - pada ayéi ('1)'

dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara htagasz

Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada’ ayat (2), dﬂaksanakan’:_ LY

dalam penanganan perkara:
a. Pidana;

b. Perdata; dan

c. Tata Usaha Negara.

Standar Bantuan Hukum dalam penanganan perkara sebagmmmaa dimak@,ud: B

pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan peruﬂdang~undangan

Bagzan Kedua
Pelaksanaan Pembenan Bantuan Hukum

Pasal 5

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokai yang'::
berstatus sebagai pengurus Pemberl Bantuan Hukum dan/ atau teldaftar pada'__‘-_; i

Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekl ut"- :

Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum. =~

Pemberi Bantuan Hukum vang melakukan perekrutan sebagalmana dimaksud_f_
pada ayat (2}, wajib memberikan surat perintah tugas: pembantuan ‘Pemberian -
Bantuan Hukurn dari dzrektur atau ketua Pemberz Bantuan Hukum te:m hadap‘ 5

hasil rekrutmen.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralega} ‘Dosen, dan/atau Mahasz,swa}.'_;:l i
Fakultas Hukum dilakukan sesua:e dengan keten‘tuan peraturan pel undang»f g

undangan.

Pasal 7

Persyaratan untuk Advokat yang memberikan Bantuan I—Iukum, “terdzrz atas
a. terdaftar pada salah satu Pembem Bantuan Hukum: yang terl a,kl editagz
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tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas = -
pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat ketera;ngan dari orgamsasz E

induk; dan g
tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar anggaran_i' 2

rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan - dengan surai

pernyataan dari Pemberi Ba;ntuan Hukum.

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk paralegal yang memberikan Bantuan Hukum, terdm atas

(2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tunduk dan patuh‘.- S

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang teralﬁeditasz, L

b. memiliki bukti tertulis pendampmgan dari Advokat pada . Pemberl Ban‘tuan S

Hukum yang sama; dan x
c. telah mengikuti pelatihan Paralegal dengan bukti Sertifikat Paralegal yang -

diselenggarakan oleh:

1. Pemberi Bantuan Hukum;

2. perguruan tinggi; e R

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum atau

4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di Bidang Hukum. "

terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dlbuat oieh
Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar. -~ _

Pasal 9

Persyaratan untuk Dosen yang memberikan Bantuan Hulcum, terdm atas;:_ i
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Huloum;

b.

C.
d.

Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberlkan Bant’iié:i o v

memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberl Eantuan N

Hukum yang sama,;
berijazah paling rendah sarjana ilmu hukum; dan
sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 10

Hukum, terdiri atas:

a.
b.

terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;

memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat - pada Pembem Bdi*i‘éziaﬁ :."f

Hukum vang sama;

merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan ciengan kaﬂu taﬂda.: :

mahasiswa yang masih berlalay; -

. telah lulus mata kuliah hukum . acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau B
hukum acara tata usaha negara. yang dibuktikan dengan: fotok:opl transkmp mlazz EE o

vang telah dilegalisasi; dan

telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan seztifikat pelatihan_':'_f

paralegal vang diselenggarakan oleh:

1. Pemberi Bantuan Hukum; '

2. perguruan tinggi; SR
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum ai:au e
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di b1c1ang hukmm
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Bagian Ketiga
Tata Cara Permchonan Bantuan Hukum

Pasal 11

Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan
Hukum kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak
mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis,
permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Perangkat
Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah dicatat dan dibacakan di hadapan Pemohon Bantuan Hukum,
permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan o
b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum :
Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsting kepada
Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asaeu Manusza pada hari
dan jam kerja.
Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tldak terplsahkan darl .

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus

melampirkan: : o

a. fotocopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh 5
instanst yang berwenang;, f

b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pe ga”bat yang
berwenang, sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum -

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan’ mmkm' s
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan _Hukum___dapgt- ST

melamplrkan

kartu jaminan kesehatan masyarakat;

kartu bantuan langsung tunai;

kartu keluarga sejahtera;

kartu beras miskin;

kartu indonesia pintar;

kartu indonesia sehat;

kartu perlindungan sosial; o o

. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemer lntah 1am11ya atau B

i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin, © : ;

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa sura‘t 5

keterangan dari: .

a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyldjk perkara or&ng'
miskin pada tahap penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemerlksaan
dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau
penuntutan; ' _ :

SRR 0 TP




¢. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan- Hukum adalah R

tahanan miskin;

d. kepala lembaga permasyarakatan, jika Penerima Banman Hukum adalah S

narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang mememksa perkaza orano' S

miskin,

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak AsaSI Manus1a memenks& _.:
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paimg lama 3 R
(tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum ba.g1 Lo

masyarakat miskin.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak: Asam Manus1a dalam': G

Bagian Keempat
Verifikasi Kelengk apan Permohonan .

Pasal 13

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagmmana |

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, harus meimbemkan Jawaban’ e
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. AT

permohonan sebawalmana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifilkasi.. g EERS D
Verifikasi sebagaimana

Pemberian jawaban

Bantuan Hukum,

Perangkat Daerah yang mﬁ‘i‘l’ibldaﬁgl Hukum dan Hak AsaSI Manusm g
memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko ‘yang. mungkmg_-?'-“' S
dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum se‘teiah
sebagaimana dimaksud pada ayat {4).

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima sebagaamana dlmaksuci e
dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan- Hak
Asasi Manusia menentukan Pemberi Bantuan Hukum dengz?m memperhatzkan i

menerima atau menolak

dimaksud pada-

Pasal 14

permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum telah ‘menentukan Pemberl Ban’tuan._ﬁ';

‘ayat

@

mendengarkan uraian dan menganahsa dokumen yang dlberzkan Pemohan Lo

meiakukaﬂ ana,hsa'_ SR

Hukum, maka Perangkat Daerah yang membidangi - Hukum dan Hal - Asasi
Manusia dalam menentukan Pemberi Bantuan Hukum harus memperhatlkan_f_
permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak menenmkan Pemberx Baﬂtuan L
Hukum atau menentukan lembaga vang akan memberﬂ{aﬁ Bantuan Huliim

namun tidak memenuhi persyaratan atau: tidak - memungknﬂ{an s&baﬁal”.if-_

Pemberi Bantuan Hukum, maka Perangkat Daerah: yang membidangi Hukum":_;f
dan Hak Asasi Manusia menentukan lembaga/organisasi Bantuan Hukum ysmg

akan memberikan Bantuan Hukum kepada Pemohon Barntuan: Hukum '

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud- pada-ayat (2) dan’ ayat (3)

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; -

pPemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan I-Iukum berdasérkan

surat kuasa khusus dari Pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hulcum ditolak sebagmmaua dzmaksud dalam _*}:;.-'-'7
Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi- I—Iukum dan Hal«: Agasz L
Manusia memberikan alasan penolakan secara tertulis. 3 L

Pasal 15
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Alasan penoiaka,n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. tidak sesuai dengan tujuan Pemberian Bantuan Hukum,;
b. tidak sejalan dengan fujuan penyelenggaraan Pemm intahan Daerah
dan/atau o
c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit - dampada bzaya :
penyelesaian perkara. |
Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusm
menolak permohonan, maka Pemochon Bantuan Hukum dapat mengajukan
keberatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukuim dan Hak' Asam :
Manusia.
Perangkat Daerah vang membidangi Hukum dan Halk Asasi M_anuma'
memfiasilitasi/mengkaji keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

menyampaikan hasilnya kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari kerja. '

Bagian Kelima
Pelaksanaan Bantuan Mukum

Pasal 16

Lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajb
mengisi permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur
melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asam Manuma
sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. : : e
Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dlmaksud pada ayai (1) i

dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dana Bantuan I—Iukum yang : '

memuat:

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;

b. identitas Penerima Bantuan Hukum;

c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan
d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.
Format formulir permohonan ‘dana Bantuan Hukum sebagazmana dzmaksud f

pada ayat (2}, tercantum dalam Lampuaﬂ I yang mempakan baglan udak o

terpisabkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum unmk 1 (Satu)

perkara kepada 1 {satu) Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang'
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila Bantuan- Hukum yang S

diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidalk memenuhi standar Ban‘tuan Hukum

BAB 11
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum L1t1§zis1 éeéﬁ&i
ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Banman Hukum dam e

sesuai ketentuan peraturan peru11dang~undangan

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltaﬂdatangam oleh Sekretarls

Daerah dan Dlrektur/Ketua Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Format Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pac}a' '
ayat (1) tercantum dalam Lamp;ran I yang merupakan - bagzan tldak.-_f Ry

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencazran dana ‘kepada n

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan” Hak Asasz :.

Manusia.
Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan _te‘rtuhs '-bahwa-_fbuki:l

pendukung yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum R

dan Hak Asasi Manusia dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan. :

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia W&Jlb

memberikan jawaban dalam jangka wakiu paling lama 5 (hma) ‘hari kerja |
terhitung sejak tanggal permohonan pencairan dana Bantuan: Hukum dltemma S
Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Perangkat Daerah yang- oA

membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak meniberikan Jawaban
permohonan pencairan dana Pemberian Bantuan Hukum dianggap disetuj Jui. :
Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan dana sebagazmana :
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui: _ :
a. penyampaian langsung; - : e
b. pos;

c. fuximilie; dan/atau

d. surat elektronik lainnya.

Pasal 20

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan seteiah Pemberz Banmanf- i -
Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan
Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang dlsertal d,engan buktzf‘__ﬁ_}:_ S

pendukung.

Bulcti pendukung Sebag&imana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: E Gsori

a. bukti penanganan perkara;
b. kuitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
d. dokumentasi.

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a,j-_:é'_ :
untuk Bantuan Hukum htlgasa dalam perkara pidana’ dxsesuazkan dengan“{_j'_

tahapan pemeriksaan meliputi:

a. Tahap penyidikan, dengan melamplrkaﬂ paimg sedikit:
surat permohonan;

surat kuasa;

surat pernyataan;

surat panggilan;

S"r‘h?"!\)?“

dan
6. putusan praperadilan, Jlka ada.

b. Tahap persidangan di penﬁadzlan tingkat pertama, dengan melampzrkan':.ﬁ-_éél_' o

paling sedikit:

l.surat kuasas;

. surat dakwaan R
. surat penetapan pengadilan {penunjukan majelis hakim) Jlka ada, R

- surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada; - L

. eksepsi, apabila disampaikan secara tertulis dalam per51dangan

. pledoi;

. replik, apabila disampaikan secara tertulis dalam’ perszdangaﬂ,

- duplik, apabila disampaikan secara tertulis dalam perszdangan o
9.jadwal sidang; dan

10. salinan putusan per&dangan atau petilkan putusan pemgadﬂan

OT)NGNUE.-&«OJ{\J

HARD BERARGHAT ﬁﬁm&ﬁ
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surat perintah penyldlkan atau surat perifitah penghenﬁaﬂ penyzdikarz i




c. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melamp11 kan- S

paling sedikit:

1. akta bandmg,

2. memori banding atau kontra memori banding; dan . -

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tinglat bandmg
d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan meiampm kam

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tmgkat 1<:asas1
e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:

1. Surat permintaan/permohonan peninjauan  kembali- -_:'(PK)" ké’pédé, .

pengadilan tingkat pertama;

2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan puitisan S‘Lidah'_ﬁ_ :

berkekuatan hukum tetap; 3
3. Memori peninjauan kembali (PK) dalam hal perkara: dﬂanjutkan ke proses ;
upaya hukum luar biasa; dan :

4. Salinan putusan atau petxkan putusan peninjauan kembali (PK).

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui a, un‘mkii}f. e

tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata mehpﬂtz

a. Tahapan gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:

surat permohonan;

surat kuasa;

. surat pernyataan;

. surat gugatan/jawaban gugatan;

. registrasi perkara dengan nomor register; dan

. surat panggilan = -

b. Tahap putusan pengadilan tzngkat pertama, dengan melamplrkan pahng
sedikit:
1. jadwal sidang;

. surat kuasa,;

. somasi;

. tawaran mediasi atau jawaban;

. akta perdamaian atau melanjutlkan perkara;

. elksepsi atau replik;

. kesimpulan; dan

. salinan putusan atau pemkan putusan pengadilan.

c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding, melampn kaﬁ. pahng u@dﬂﬂt
1. akta bandmg,

mm-‘mw;\ap

100~ O W

2. memori banding atau lc:ontra memori banding, dalam hal p&rkara'{f E

dilanjutk an ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan tingkat banding.

d. Tahapan putusan pengadﬁan tingkat kasasi, dengan melamplrkén pallng
sedikit:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam’ ha,l perkara dﬂan}utka.n e

ke proses upaya hukum biasa; dan _
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan: tmgkat kasasz
e. Tahap peninjauan kembali (PK) dengan melamplrkan paling sedikit:"

1.surat permintaan/permohonan peninjauan kembah (PK) 'lqepadag_i_;?'._Z-f'_::-_-' 5‘

pengadilan tingkat pertama;
. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekua‘tan hukum te‘i:ap,

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjavan kembali,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar blasa, dan :_ R Y

4. salinan putusan atau petzkan putusan peninjauan: kembah

ABIBTEN § sERDa i




(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara Tata Usaha Neg&r&-ﬂ L
meliputi: ' '

a. Tahap pemeriksaan pendahuiua,n dengan melampirkan:

. permohonan,;

. suraf kuasa;

. surat pernyataan;

. surat gugatan;

. registrasi perkara dengan nomor register;

. surat panggilan; _ B I SRR e

. surat penetapan pengadilan pada rapat permus,yawara'tan/ 'dismissdz e

process; dan S I
8. keputusan upaya admmzstrasz terhadap kebi gakan dari pe gabat ‘tata usaha"._- e
negara, jika ada. o MR

b. Tahapan putusan pengadﬂan tingkat pertama dengan melamplrkan o

1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan; dan
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. o :
c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampzrkan
1. akta banding, EEREE
2. memori banding atau kontra memori bandmg, dalam hal perkara'
dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan - .. -
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. tmgkat bandmg
d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi,. dengan melamplrkan '
1. akta kasasi; = 5
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hai pez kara dﬂan Ju‘tkan
ke proses hukum biasa, dan o
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadﬂan tmgkat kas351 i
e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan: : B
1.surat permintaan/permichonan peninjauan kembah (PK) kepada
pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Lo
3. memori peninjauan kembali atau kontra memorz penm}auan kemball,i:ffj_g S
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses: upaya. hukum Tuar. blasa dan o
4. salinan putusan atau petzkan putusan penm Jauan kembah

"\'[O‘\U'I-QOJEQM

Pasal 21

{1) Standar biaya Bantuan Hukum disesuaikan dengan iaha@m‘l *penanganan
perkara yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaamana dlmaksud |
dalam Pasal 20 ayat (3}, ayat (4), dan ayat (5).

(2) Standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (1) tercarltum S
dalam Lamplran IV yang merupakan bagian tldak terpzsahkan dem Peraturan' o
Gubernur ini. i A

Pasal 22

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membldangz Hukum dan Hak Asas:ti.
Manusia melakukan pencairan dana penanganan pei"kara setals rﬁenyetu_}ul

permohonan pencairan dana yang disertai dengan laporan keglataﬁ- ;-dam Pemb eri e
Bantuan Hukum,

AR “@W&Eﬁs @msm m K




BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban daiam
Penyelenggaraan Bantuan Hulkum dikenakan Sanksi Administr at1f bempa
a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

¢. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima. yang bersumber S -
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 24

sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
23 huruf a diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak
melaksanakan kewajiban: '

a. melaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang. membldaﬁgl LR
Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan pmgram Bamuaﬂ Hukum SR

bagi masyarakat miskin; dan/atau
b. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundaﬁgm
undangan. ;
Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) -
diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti teguran hsan Sebagalmana' S

dimaksud pada ayat (2).

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan I-Iak Asa31 Marnusia e '.:-:' .
menyampaikan laporan secara: tertulis kepada Gubernur mengenal pemberlan L

sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal2b

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana 'dlmaksi;zd' da’lalﬁ--f'_--
Pasal 23 huruf b diberikan kepada Pemberi Bantuan I—Iukum yang tldak & R

melaksanakan kewajiban:

a. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang dlgunakan untuk pembemaﬂ_-_
Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai - ketentuan peraturan R

perundangwundaﬂ garn;

b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keteraﬂgaﬂ yang dlperoleh E TR
dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara. yang sedang . .
ditangani, kecuali ditentultan lain berdasarkan lqetentuan peraturan -

perundang-undangarn;

c. menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat =
ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya teguz aﬁ hsan 9 N

dan/atau

d. menjalankan kewajban lain sesuai ketentuan peratuzan | Pemndaﬁg'. o

undangan.

Jangka waktu antara Sanksi Administratif berupa teguran lisan dengan teguran S

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaity 7 (tujuh) hari kerja.

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat G

(1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu antara: teguran_ R |
tertulis pertama dan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja. _




(4)

(5)

Pemberi Bantuan Hukum Wajlb menindaklanjuti 'i:eguran ter’tuhs sebagaimaﬁa' |
dimaksud pada ayat (3). '

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menindaklanjuti ieguran tertulis : -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diperbolehkan untuk memberikan: g R
Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang g B

Penyelenggaraan Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah yang membldaﬂgi Hukum .dan Hak. Asasz Manumé S _'
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur’ mengenax pembemanj.-.; R

sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

Sanksi Administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang _
telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah™ -~

ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan :
kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban: ;
a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum

berdasarkan syarat dan tata cara yang . ditentukan . dalam peramran-}
perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau t@lah memﬂ:tki'ﬁ} i
kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah- secara hukum SR

dan/atau

b. menjalankan kewajiban }am sesuai ketentuan- peraturan perundangn_'
undangan. :

Pemberi Bantuan Hukum yang dikenakan sanksi admmlstr&tlf sebagalmana-_'ff;' g :
dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan seraua dana Bantuan Hukum = -
vang telah diterima yang bersumber dart Anggaran Pendapataﬁ da'ﬂ Beian Ja O

Daerah ke Kas Daerah.

Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  tidak melaksanakan kewaglban'.:'; i
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai ketentuan pel aturan R

perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum yang ticdak 111enmdakianguu }{ewaﬁbaﬁ sebagazmana‘j_f'-
dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan untuk memberikan Bantuanf"i_ S
Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 ‘é:entang»f;_ S

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk selamanya.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum - dan Hak Agasz Manuma
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai’ pem‘berlan e
sanksi administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang -~ 7
telah diterima yang ber sumber dari Anggaran P@ndapatan dzm Belan ja Daerah- S

ke Kas Daerah.

Pasal 27

Pemberian Sanksi Administratif berupa teguran lisan daﬁ teguran tertuhs . i:i'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan’ oleh Kepala’_’ R

Biro yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusm

Mekanisme pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah d1ter1ma ; o
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaﬂga Daerah ke Isas Daezah{' e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilak ukan- sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

NARO | PORANGRAT DARRAN | mmeTEN 1| smmDAC |




BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangf'a‘ﬂ Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak _;
pada tanggal 7| ﬁrﬁ“ﬁ&.«;‘%’%ﬁ Al

MGUBERNUR KALIMANTAN BARATlfy

L SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak

pada tanggal i g%g’%fmggﬁg% o

Plh. SEKRETARIS DAERAH
\ﬁfﬁ VINSI KALIMANTAN BARAT,

",

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ¥ ;




LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13#TAHUN 2021 B R
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYE}LENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECA;RA 3fL'1"1_*’IGAﬁSi; S

PERMOHONAN BANTUAN I—IUKUM PENANGANAN
PERKARA SECARA LITIGASI '

Saya yang bertanda tangan di bawah ni:
Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Termpat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan I—Iukum penanganan pelk:"":a :_ﬁ: :.
secara litigasi atas perkara Saya dengan nomor . perkara G
Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah Sebagai b81 1kut G

------.--.-------.--.---.------.-.---.----.-.-.----.--.-.-.-.-.----.-.-.---.‘-.-a-4----.-n.-.--.--»-*-.--»’ ----------------

R e R wdaesd

R R R N T T L N N R R kB T R R N I I e,

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan
a. Fotokopi Identitas Diri;

b. Dokumen yang berkenaan dengan perkala
¢. Surat Keterangan Miskin; dan -

d. Surat Kuasa {apabila permohonan dia Jukem oieh keiuarga atau kuasanya)

FOUBERNR KALIANTAN BATAT,




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALMANTAN BARAT

NOMOR % TAHUN 2021 . - SO '
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSi KALMANTAN
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELDNGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUANLHU{{UM’-: o

Nama Lembaga[(}rganisasi Bantuan Hukum =
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website'

Nomor: © Kepada '
Sifat : Yth. Gubernur Kahmantan Barat
Lampiran w.p Kepala Biro Hukum -~
Hal : Permohonan Dana Sekretaviat Daerah Pr ovmsz
Bantuan Hukum Kalimantan Barat -
-
Pontianak

Dengan hormat, ' P
Sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang. diserahkan kepada”::: S
kami pada tanggal .....cccceeeeeeeeenn. dengan Pemohon Bamuan Huiﬂ:zm ya;ng memﬂﬂ{a [
identitas sebagai berikut: AR PRI EE e
Nama lengkap
Tempat, tanggal lahir
Alamat lengkap
Nomor kartu identitas

Yang pada intinya memohonkan Bantuan . Hukum:  -berupa

.............................................................................................................

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami: : _ LT
Nama Organisasi Bantuan Hukum T eeerrenareiiseies .
Alamat Organisasi Bantuan Hukum | i, AR e
menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukunm yang dlsampaﬂca_ Pemohon Rl
Bantuan Hukum dan memohon Gubernui Kahmentan Barat dapat memberﬂ{an dana IO
Bantuan Hukum atas pemnohona_n tersebut. S

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lamplrkan ' i R
1. fotokopi Surat Keputusan Menteu Hukum dan MM RI sebaga,l iembaga B:mtuan-; G
Hukum terakreditasi; R L

2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bam:uan Hukum L L
3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal- dan APBN _
APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain - dan/atau APBD Pemermtah Daerah-‘""
Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan dlbemkan C
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan -~ - . et R
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Ban‘iuan Iﬁ{ukum atau Dokumen Gt
Pengganti Surat Keterangan Miskin. : : S

Atas perkenannya, diucapkan terima?. kasih.

Pimpinan Orgamsam Bantuaﬂ I—Iukum
t‘{d&s’a&mpﬁ o R
(rovnrreienens SRS ) e

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, [,

SUTARMIDJL




LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5TAHUN 2021 .
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVENSI

KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN L

BANTUAN HUKUM
FORMAT PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jalan A. Yani Pontianak Kode Pos 78124
Telp (0561) 736541 Fax 730062

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI ORANG MISKIN TAHUN ANGGARAN ...
antara

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

dengan
(PEMBERI BANTUAN HUKUM)
Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal .. bulan .. tahun .. bertempat di ..., kami yang e .
bertanda tangan di bawah ini: . nr

I. Nama ,
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan A. Yani Pontianak Kode Pos 78124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemermtah Prownsz :
Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, ' g

1. Nama _
Jabatan : Direktur/Ketua (Pemberi Bantuan Hukum .............))
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pemberi Bantuan Hulum
..hselanjutnya disebut PIHAK KEDUA. S

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selan jumya dzsebut s

PARAPIHAK terlebih dahulu men jelaskan:

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguma Angbaran pada - e

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan L
b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberl Bantuan -
Hukum yang lulusverifikasi dan akreditasi perlode tahun .. berdasarkan .

Keputusan Men teriHukum dan HAM RI Nomor . Tahun o dengan Staius S

akreditasi ... CRARGIAT &

szg;mﬁm& e

et G




Dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan -

sebagaiberikut; ' _ '

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201l tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daea:ah_ ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor L
6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara"

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana  Bantuan Hukum

(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lemba:zaﬂ Negara -

Nomor 5421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan‘;_
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 - -
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesm Nomor

6322);

o. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peng&daan Barang a‘tau"__ _
Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden. Nomor 12 Talhun _:
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 U R
tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara e B

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman o Lo
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk Indones;.a TSR

Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuaﬁgan 3

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor- L

3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor B5); B
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor - R

2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Noror 2);

9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kec‘tuc‘iukang Susuﬁan'
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi: R T
Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ’I“ahun 2019 ST

Nomor 78); dan L
10. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pela}{sanaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun:2021 tentang = = .
Penyeienggar aan Bantuan Hukum(Eemta Daerah Provinsi- Kahmantan Fo

Barat Tahun ... Nomor ...).

dan

menandatanganiPer janjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Eagl Orangﬂ_'-' :
Miskin Tahun Anggaran .. dengan ketentuan sebagai berikut: '

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat ‘e,mtuk membuat_

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuai‘t R R

Hulkum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

Ralo PEEAHOHAT DAERAK

!
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10.

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pemberian Banman Hukum ngaszl e

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau orgmnsa.s:{ '

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan-"__ Sl

ketentuan peraturan perundang-undangan
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskm R
Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang

diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa SR PERU

Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk membel ikan Bantuan
Hukum.

Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan i;;ap tahuﬂ oieh'_ .

Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. ' R
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan' ;
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Hari adalah hari kerja.

Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktw1tas Pemberi e

BantuanHukum dalam rangka melaksanakan pemberian’ Bantua_n Hukum

kepada PenerimaBantuan Hukum sesuai dengan Ketentuan . peraturan e

perundang-undangan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama kea.daan atau sl
perilakuPemberi Bantuan Hukum vang dilakukan secara berkala atau': B

insidental. N
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberzan Bantuan

Hukum daripemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai c{engan._f

standar Bantuan Hukum danstandar pelaporan pengeiolaan anggaran_
Bantuan Hukum. e

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 : i
Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan Banman e

Hukum yangpenganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan danff- ThE

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian Pembermn Bantuan‘i:}
Hukum kepadaPenerima Bantuan Hukum dan penyaluran DanaBantua_n s P

Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi. Kahmantan }Bai &z‘t

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal3

dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau TataUsaha Negara, pada iahap
a. Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;

b. Persidangan di Pengadilan Tingkat I;

c. Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau

d. Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut;

KAED PREAHGHAT DABRAR
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a. PIHAK KESATU
1. Hak: : - e
aj menyimpan, mengedarkan, menggandakan clan/atau
mempublikasikandokumen hasil Pemberian Bantuan Hukum daﬂ R
b} memberikan rekomendasi sanksi apabila - PIHAK KEDUA'_'
melakukanpelanggaran terhadap perjan fian ini. o : :
2. Kewajiban: ' Ll
a) menyalurkan anggaran/dana pelaksanaan Bantuan Hui{um yang akan: L
dilaksanakanoleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebl}akan pemel 11‘1tah o
dan ketentuan pera1_uranperundang~undangan ' i
b) memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Hukum berdasarkan U R
hasilpekerjgan (pemberian Bantuan Hukum) yang telah dﬂaksanakan SRR
oleh PIHAK KEDUA; dan e
c) melakukan pengawasan, pemantsuan, dan evaluasi 'pelaksa_n}aan
Bantuan Hukum. ' R
b. PIHAK KEDUA
Mengajuk:an tagihan jasa atau pencairan dana Pembeman Bantuaﬁ S
Hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasﬂpekerjaan (Pemberianii__ R
Bantuan Hukum) yang telah dilakukan. 5 SRR
2. Kewajiban: : ' BRI I
a) memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penenma Bamuan'_- e
Hukum dengan sebaikubazknya dalam ruang Imgkup pekm 3aan yaﬂg S B
diatur dalam Perjanjian ini; S Bl
b} memberikan laporan semusa pelaksanaan dan anggaz an/Dana Bantuani LA
Hukum secaraakuntabel kepada PIHAK KESATU sesuaa : dengan*{_. B
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan : G
c) mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran/DanaBantuan e el
Hukum yangdisampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 -
(empat belas) harisetelah pekerjaan selesai pada- setzap tahapan proses T e
beracara. . By

BABV |
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5 - SRRt B
(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaram/i)anaBanmaﬂ Hukum kepada’;- S
PIHAK KEDUA untukmelaksanakan pemberian bantuan hukum k@pada-'-'-f' IR
Penerima Bantuan Hukum. R
(2) Rincian besaran aﬂggaran/DanaBanman Hulcum sebaca:unana dzmaksud:; PEE i
pada ayat (1), sesuai dengan Standar Biaya Bantuan Hukum yang: teiah'i-”'_ i
ditetapkanberdasarkan RKA-KL dalam DIPA Selﬁetarlat Daerah Promnsz L AR
Kalimantan Barat tahun anggaran . [ R
(3) Pemberian anggaran/DanaBantuan Hukum sebagai_mana dimaksud pada.-f-,
ayat (1), diberikansepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dﬂ{enakan sanlsi - A
atas terjadinyapenyimpangan atau pelanggaran pembenan Baﬁtuan-*_"; S Bt
Hukum dan/atau penyalurananggaran/Dana Bantuan Hulium, g
(4) Penyaluran  anggaran/DanaBantuan Hukum . litigasi sebagazmanaﬂf" Sl
dimaksud pada ayat (1)tidak menghapuskan kewaﬁbam PIHAK KEDUA -+
untuk tetap memberikan bantuanhukum kepada orang mlsian secara'_:_. e
probono. i SR

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6 ' R
(1} Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ... dan ’berakhn pada

HARD
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PIHAK KEDUA  dapat mengajukan permohonan  pembayaran

anggaran/DanaBantuan Hukum tahun anggaran ... kepada PIHAK
KESATU sejgk bulan .. sampai denganmasa berlaku Perjanjian ini
berakhir.

Dalam hal batas walktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah berakhir,PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada
tahun berikutnya.

Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun
anggaran .. hanyadapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan
pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran ....

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan
dengansyarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelumnya sudah
dibayarkan pada tahun anggaran ....

Pasal 7
Pembayaran anggaran/DanaBantuan Hukum untuk perkara pada tahun
anggaran ... yangberlanjut tahun .. hanya dapat dilakukan terhadap
perkara yang tahapan pemberian Bantuan Hukumnya berlanjut pada
tahun anggaran ....
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
dengan syarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelumnya sudah
dibayarkan pada tahun anggaran ....
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Tahun
Anggaran.. dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun ... yang telah
ditetapkan untukmasing-masing Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pendampingan perkara Litigasi yang dilaksanakanoleh PIHAK KEDUA antara
tanggal ... sampai dengan tanggal ... tetap dapat dilakukan secara probono
tanpa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

(2)

BAB Vi1
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 9
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayvaran Dana Bantuan
Hukum kepada PIHAKKESATU berdasarkan persetujuan dari Kepala E%zro '
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} didahului dengan
pemeriksaankelayakan dokumen tagihan sebagai dasar pembayaran atas
kegiatan Bantuan Hukumyang telah dilaksanakan (reimbursement). AR
Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat | 1
dan (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—
undangan.

Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

dilaksanakansecara langsung (L8] keNomor Rekening Bank atas nama _ _'

PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan danmekanisme vang berlaku.
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(1)

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dﬂakukan oleh S

PIHAK KESATUterdapat pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang .-

dilakukan oleh PIHAK - KEDUAmaka PIHAK  KESATU c_i_ap_at __
merekomendasikan  kepada  instansi  yang  berwenang  -untul

memberikansanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
a. penurunan akreditasi}dan/atau
b. pencabutan status akreditasi.

Pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersifat pldana dzber;han L

sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang—undangan -

BAB IX
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan -_:? : Lot
dalammemenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tzd.ak 1angsung,'_:_._‘.- R R

dikarenakan oleh keadaankahar (force majeure)

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan & Iuar S ]
kendali dankemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, ‘kebakaran .
vang tidak disengaja,banjir, pemogokan umum; perang (dmyatakan atau
tidak dinyatakan), pemberontakan revolusi, rnakar huru hara dan/atau RIS o

terorisme,

Jika PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan peke:rgaan berdasarkanfﬁ TR
Perjanjian inikarena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Maj Jetre. maka R
Pihak yang mengalamiForce Majewre harus memberitahukan ‘seeara
tertulis kepada pihak lainnya dalam Wakmpalmg 1a.m‘bat 14 (empat belas) R B

hari setelah terjadinya Force Majewre.

Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan -oleh PIHAK KEDUA - SR
sebagai akibatterjadinya Force Majewre bukan merupakan ianggung gawab_'_z RN N

PIHAK KESATU, demikianpula sebaliknya.

BABX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tunduk sepenuhnyva menglkuti peraturan i v

perundang-undanganyangberlakudilndonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHA{{ yang ’mmbul dam atau:r Sl o
sehubungandengan pelaksanaan Perjanjlan ‘ini. sedapat - - mungkm TN S
diselesaikan secara musyawarahuntuk muf akat serta alcan ch Jadﬁ{an

sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaranbermutﬂya R S
Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasﬂ :

maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai- dengan _Iszei_@_ntumlﬁ_ S

peraturan perundang-undangan.

Bapo PW@R&T mmm
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 '

(1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam: 1“allgkap :
2 (dua) di ataskertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyal '
kekuatan hukum mengikatyang sama.

(2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian dibebankan kepada
PIHAK KEDUA. _

(3) Hal-hal lain yang belumn diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian
atas dasarkesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanfian Tambahan -
(addendum) sebagai satukesatuan yang tidak terpisahken c"{am Perj Janpan
ini.

(4) Jika terjadi perubahan peraturan perundzmg»undanﬁan dan - peraturan‘
kebijakan terkait Bantuan Hukum maka Perjanjian ini secara - Jangsung
mengikuti peraturan perundang-undangandanperaturankebi 3akaritersebut

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK K ESATU PIHAK KEDUA

................................................

MIUBERNUR KALIMANTAN BARA_T;%_.: R
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR i7# TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVENSI _
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN _

BANTUAN HUKUM

STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

No. Uraian

Satuan

Biaya (Rupiah)

1 2

3

7

1. | Perkara Pidana
a. tahap penyidikan

b. tahap penuntutan

c. tahap persidangan (sampai
putusan) di Pengadilan Tingkat
Pertama

d. tingkat Banding

e. tingkat Kasasi

OBH/Penanganan
Perkara
OBH/Penanganan
Perkara

OBH/Penanganan

Perkara

OBH/Penanganan

Perkara

OBH/Penanganari-

Perkara

1.000.000,-
1‘.9005005,;7 |

3.000.000- |

2500000 |

2500000~ |

2. | Perkara Perdata
a. tahap mediasi

b. tahap persidangan (sampai
putusan) di Pengadilan Tingkat
Pertama

c. tingkat Banding

d. tingkat Kasasi

OBH/ Penanganaﬁ
Perkara

OBH/Penanganein |

Perkara

OBH/Penanganan

Perkara
OBH/Penanganan
Perkara

2000000~ |

3.000.000,- -

2,500,000~ |

3. | Perkara Tata Usaha Negara

a. tahap pemeriksaan
pendahuluan

b. tahap persidangan (sampai
putusan) di Pengadilan Tingkat
Pertama

c. tingkat Banding

d. tingkat Kasasi

OBH/ Penangaﬂ'an.

Perkara

OBH/ Penéngaﬁaﬁ '

Perkara

OBH/Penanganan
Perkara

OBH/Penanganan

Perlcara

-~ 2.500,000,-"

TGUBERNUR KALIMANTAN BARATY,




